BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR %@ TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :a. bahwa untuk mewujudkan prinsip-prinsip
penyelenggaraan pemerintahan yang baik di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen, diperlukan Aparatur
Sipil Negara yang berintegritas, profesional dan
T R menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas
L S b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf (b)
dan Pasal 5 ayat (1) Undang-UndangNmanTahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjaga
‘martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah ;
Kabupaten Bireuen;

| . hahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
imaksu da]amhurufadanhumt'b perlu menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4449);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

E Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

au;.l iy 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
R P Manajemen Pegawai Negeri Sipil Lembaran Negara
o Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

| e 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang

W e T Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan

. kewenangannya masing-masing.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah
Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris
Daerah Kabupaten Bireuen.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bireuen.

7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

< 10. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai
| 1 T dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

'.1_;;;_*--.._j,-_li_;_l_": 1L Pelanw Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau
S perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir kode etik ini.

T 0 A e
Scanned by TapScanner



13. Pemangku Kepentingan (stakeholders) adalah para pihak terkait yang
bersifat perorangan maupun kelompok, dan dapat berbentuk instansi
atau lemabaga pemerintah, pemerintah daerah, swasta, organisasi
profesi, asosiasi, dan organisasi atau lembaga lainnya yang mempunyai
hubungan kerja dengan Pemerintah Kabupaten Bireuen atau
mempunyai kepentingan dengan produk/layanan yang dihasilkan oleh
Pegawai Pemerintah Kabupaten Bireuen.

14. Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat
Majelis Kode Etik ASN adalah lembaga non struktural pada Pemerintah
Kabupaten Bireuen yang bertugas melakukan penegakan, pelaksanaan
dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh ASN di
lingkungan pemerintah Kabupaten Bireuen.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

. (1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam
berprilaku bagi Pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten
Bireuen

(2) Kode Etik Pegawai ASN bertujuan untuk:

a. membina dan mendorong pelaksanaan tugas sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. memelihara dan meningkatkan kerjasama dan semangat pengabdian
dalam memberikan pelayanan;

c. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku kerja pegawai yang
professional;

d. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai ASN.

BAB 11
RUANG LINGKUP

®
Pasal 3

i Ruang Lingkup Kode Etik Pegawai ASN meliputi :
LR a. Kode Etik dalam berorganisasi;

e hs  b. Kode Etik atasan terhadap bawahan ;

R 2 G Kode Etik bawahan terhadap atasan; dan
~ d. Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN.
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setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah;
mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi,;
memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,
tepat, akurat, berdaya guna dan berhasil guna serta santun;
menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan,
meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karier.
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. (2) Nilai-nilai dasar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan
perilaku sehari-hari.

BAB IV
KODE ETIK PEGAWAI ASN

Pasal 5

Kode Etik dalam berorganisasi meliputi :
a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan
berintegritas tinggi;
melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundangmndangan dan etika pemerintahan;
menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/daerah;
menggunakan kekayaan barang milik Negara secara bertanggung jawab,
efektif dan efisien;
. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
| tugas-tugas kedinasan;
i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pada pihak
" lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
j. tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status,
~ kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri dan/atau orang lain;
emegang wh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
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Pasal 6

Kode Etik atasan terhadap bawahan meliputi :
a. menjadi teladan bagi bawahan;
b. membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;
c. memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
mengayomi dan melindungi bawahan;

inir bawahan dan membagi tugas dengan baik dan benar;
mengembangkan nilai-nilai demokratis;
mendukung kreatifitas dan inovasi bawahan dalam melaksanakan tugas;
dan
h. memberikan reward dan punishment terhadap kinerja bawahan.

@ oo o

Pasal 7

Kode Etik bawahan terhadap atasan meliputi :

a. melaksanakan perintah atasan dengan penuh rasa tanggung jawab;

b. memberikan masukan sesuai dengan tugas pokoknya;

c. mengedepankan sopan santun dalam berkomunikasi dengan atasan;

d. memberikan informasi secara cepat dan tepat dalam melaksanakan
tugas;

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala;

f. tidak menunda pekerjaan yang diperintahkan atasan;

g. mengembangkan pemikiran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

h. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 8

Kode Etik terhadap sesama Pegawai ASN meliputi :

a. saling menghormati antara sesama Pegawai ASN;

b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
| 3. ‘menghargai perbedaan pendapat;

unjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN; dan
aga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ASN.
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yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan pernyataan serta
pejabat lain yang terkait dengan catatan pejabat terkait dimaksud tidak
boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.

(5) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat '(2] hurui_"
(b) dapat disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi Pegawa{
ASN, upacara, media massa, dan forum lainnya yang dipandang sesuai
untuk 1tu.

(6) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud _pada ayat (3)
harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh
Pegawai ASN.

Pasal 10

Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik selain dikenakan
sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat
dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 11

(1) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, !{eputusan
penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang
(2) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalu forum
pertemuan resmi Pegawai ASN, upacara bendera, atau forum lain, maka
sanksi tersebut disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan !;cputusan
penetapan sanksi berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat
keputusan pengenaan sanksi moral menurut contoh sebagaimana
terlampir dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Bagian Kedua
Prosedur Penyampaian Pelanggaran Kode Etik

Pasal 13

Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dan :

a. pengaduan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan; dan /atau

b. temuan atasan dari Pegawai ASN yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik.

Setiap orang atau pemangku kepentingan (stakeholders) yang

mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat

menyampaikan pengaduan kepada atasan Pegawai ASN yang diduga

melakukan pelanggaran dengan tembusan kepada Kepala BKPSDM dan

Inspektorat.

Setiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran

dan/atau menerima pengaduan dugaan pelanggaran dari masyarakat

dapat melaporkan kepada atasan dari Pegawai ASN yang diduga

melakukan pelanggaran.

Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat

(3) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran

yang dilakukan, bukti-bukti, identitas pelapor.

Atasan yang menerima pengaduan wajib meneliti adanya dugaan

pelanggaran tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.

Atasan yang menemukan adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti

adanya dugaan pelanggaran dimaksud.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan

ayat (6) di atas, atasan dari Pegawai ASN yang diduga melakukan

pelanggaran wajib meneruskan kepada pejabat yang berwenang

menghukum secara hierarkis.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dibuat dalam

bentuk laporan menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran

!V_ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Atasan langsung Pegawai ASN yang mengetahui adanya Pegawai ASN
yang melakukan pelanggaran Kode Etik namun tidak melakukan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7),
atau membantu Pegawai ASN melakukan pelanggaran Kode Etik,
dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi atau

hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9.

Bagian Ketiga
Majelis Kode Etik

Pasal 14

o % Untukmkkan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
disan; '_ mlakum pelanggaran I(ode Etak.

s Kode Etik bersifat ad hoc dan dibentuk apabila terdapat Pegawai

e n o
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(4)

(5)

(6)
(7)

(1)
(2)
(3)

(4)

b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan
oleh Asisten, Staf Ahli Bupati, dan/atau Kepala Perangkat Daerah:;

c. Kepala Perangkat Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik
dilakukan oleh Pegawai ASN yang berada dalam unit kerja yang
dipimpin.

Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat sesuai format sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota.

Jumlah anggota Majelis Kode Etik dapat lebih dari 5 (lima) orang, dan

merupakan bilangan ganjil. |

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih

rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa karena diduga

melanggar Kode Etik.

Bagian Keempat
Prosedur dan Tata Kerja Majelis Kode Etik

Pasal 15

Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil
untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.

Apabila diperluh:n, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain
Setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai ASN yang diduga
melanggar Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari
kerja setelah laporan diterima.

Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Majelis
Kode Etik menurut contoh sebagaimana terlampir dalam Lampiran VI
danmerupahnbagmnyangudakterplmhkandankmtm'anﬂupan

Pasal 16

WWMMMMWM hmyn
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(6)

(7)

(1)
(2)
(3)
(4)

()
(6)
(7)
(8)

Apabila Pegawai ASN yang diperiksa tidak bersedia menandatangani
berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota
Majelis Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan dalam
berita acara pemeriksaan bahwa yang diperiksa tidak bersedia
menandatangani berita acara pemeriksaan.

Berita acara pemeriksaan dianggap sah walaupun tidak ditandatangani
oleh Pegawai ASN yang diperiksa.

Pasal 17

Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai
ASN yang diduga melanggar Kode Etik.

Terhadap Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
diberikan hak untuk membela dir.

Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada
saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.

Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat
dalam Sidang Majelis Kode etik tanpa dihadiri Pegawai ASN yang
diperiksa.

Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri minimal oleh
unsur Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota
Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat
final.

Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris menurut contoh

sebagaimana terlampir dalam Lampiran VII! dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan dan
rekomendasi sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang
menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan
penjatuhan sanksi moral.

BAB VI
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI MORAL

Pasal 19
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(2) Penjatuhan sanksi moral dibuat menurut contoh sebagaimana terlampir
dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

(3) Dalam hal kedudukan Pejabat yang berwenang dan Pegawai ASN yang
dikenakan sanksi moral berjauhan, pejabat yang berwenang dapat
menunjuk pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan
sanksi moral tersebut dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak
boleh lebih rendah dari Pegawai ASN yang bersangkutan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20
(1) Inspektorat dan BKPSDM melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap penerapan Kode Etik.
(2) Pembinaan, pengawasan serta evaluasi dilaksanakan secara berkala
setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 21
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

‘:-?;-‘- Ditetapkan di Bireuen
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2%e TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan .......................1) tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas

Pelanggaran Kode Etik Sdr. ...........cccoccevnreeeacenecneeennn2), dan ..., veererreenann.....3) dengan ini

Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, menyatakan ...........c.c.c.......6)

b Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

T R TR
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3¢ TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA

KABUPATEN BIREUEN

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

L]
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L IIIli-idiiiilliqliliinr--ill-ll-l-.--itil-llll-!l-l-i-q-----ti--l-i-l41-1------hiqlnl----i| sEasasseEEEEEEERREREEESEEEREEERES
Jabatan .

- liilI-iiilil--i--irl--lliitlllill.il!i#iil--Il|-'-n----1.111----------11-------11--------iii-----1*---‘---
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B

ar Pasal ... huruf ... Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... tentang Kode Etik Pegawai
r Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

(T v sesungguhnya tanpa ada a8

-;-1......11.11[11111‘1IiiIi'iliiiliillliiliiililill
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 3% TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA

KABUPATEN BIREUEN

Contoh

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

jll]l'tli--'tll-l-q-llii'

Nm - ----liti;q.n---t.r'----iii.'-tiliilll-ilii|I-II--l-lnlnl---Iii-l-ii1*---4-##------1-1------

-lli-i"'.-----iiiitiqii-iiliii-iili----iiitunniui-i----.-i+inii-iiiil-i--—llll----tllllitllllt+llll!+llll

- R R l-l-‘-“il..-"ill-l'tll. MR R R E R

NIP
Pangkat/Gol. Ruang

-
Ll -'----Ii’iII'.-.----I'I---I.Iit'..ii'.'...-“-‘--"‘-“i'i"il‘llilti
Jabatan :
x £ L lIlI-‘Ii-Ii-t-tililiiini--lII---illiiiti-illl---p---til-q------btcnq--.-il----i-#llll-l-i-l-llii--ttlli'-i-til-i'fitl'lll
Unit ja
¢ t 4 ? -
- lllrr-------tiiii-i---i.liihltiilil-h-ttli...;--iiiiiiiiul--i-1-|-!----iinl--i-il-il-----illi-iiiil!l‘—#illl-illll

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya
DETUPA «.eeverervensenancsasescnsensa]) yang telah melanggar Pasal ... huruf ... Peraturan Bupati

TIE IR R R R R R R R i-I"I--lI,'-"I..i" EEEaEFEREREEEREN

Yang membuat pernyataan, 2)

b |
T i,

L
LY i T g

.

|l:_- 5

'1-‘:-"'

eamssSSSASSEEEEREEEEES S e

l-mﬂ I"': LR L L L L L L L ll'-_l_rlill_-nlr-lt-i-.q.i.....
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Contoh

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2¢ TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Laporan Hasil Penelitian

E;il‘:llt:fl, ii‘itl'llllliv#iilIllitllllI"'.l‘iiﬁii"

'Y ]

Laporan Hasil Penelitian Kepada Yth. ....cccocimniiiiiiiiiiiiinnnn

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil penelitian
pendahuluan atas pengaduan pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan
oleh Pegawai ASN sebagai berikut :

-
r‘i’lllil L] llli----q-.nnnlt--ii-ii-iiiil-ii--ii----tlEJltlllllll-itil'i!lllil-liltl"!-'

- -i-hlqiiil'lijj--_----tiﬁittlilitlill---I-II'iii#il---""'iii“i"""'i“"

NIP
Jabatan A T B i cietensnsssnsasinssesausrssassassasons

Unit Kerja

FEFAESSEdEAS EESEEAEEEEESEEEREFRRE R AR NG EEE SRR TR REs AR GEETARERERERREREREERRRES

dapat disampaikan bahwa hasil penelitian pendahuluan terhadap Pegawai
ASN tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- . L]
1.. m'n. Tt e R L L R R R R R LR Rl R L R bl e i
2. bahwa - .

- e T Ly sy e R R R R R R R R R R R R R R R R R R R L L L ]

3. dst.

sehingga dapat disimpulkan, bahwa terhadap yang bersangkutan

disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

gt Salintan)

‘r?
s
@ W
"
()

"
T
"

,.ﬂﬁ

P
iy 8
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2¢ TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Keputusan Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

KEPUTUSAN ..ooiviiiiiieeiicnnanannns )
NOMOR & .oenieaens

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

IEEEINE R PINCEAIN ioeicnns sias tnatbaass s opdocsnasesianss **) KABUPATEN BIREUEN
i}
Membaca : 1. Laporan/pengaduan dari .............. tanggal ................. tentang
Pelanggaran oleh Sdr. ..........c.ccooeeeeee.e. NIP tanggal ........c........ -

2. Surat ......... Nomor o5 s i, BREEITERE Cioisieavssaransavnss :

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ....... angka ..... hu:_*uf ...........
Peraturan Bupati Bireuen Nomor ....... tentang Kode Etik Pegawai Aparatur
Sipil Negara diLingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu membentuk
Majelis Kode Etik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405);

3. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ... tentang tentang Kode Etik Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
F 3 JABATAN
o
| MAJELIS
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

!
M

m
:
H

m
:
M

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ll
-
-
w
L]
&
Ll
L]
Ll
-
-
-
s
L
-
®
®
Y

**) Tulislah nama Pemerintah Daerah atau nama Perangkat Daerah

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 3¢ TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Surat Panggilan

RAHASIA

SURAT PANGGILAN
IRERMOIIE S . icsersrocsosnnns

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

AEssassEEEResEREEEEEEREEEEEREERERERESE

FEFSFFEASEEREEEEREREERERRRRRREREEERE

Untuk menghadap kepada

NIP

Pangkat
Jabatan

aEEEEEERENENENEERENENERER NSRS

(]

[ R R N R N R R R R

-

IR T R R R RN R N R R RN R N R

Tanggal

L]

Untuk diperiksa/dimintai *) hﬁeﬁn@i)uhubungan dengan dugaan pelanggaran

L]

FEESFEsSEFEREREEEEEEERREEEREREEERREE W

W

EREERER R RESEEEEERdRBREERERREREaRRAREN

R R R R e e R R R R R R EE SRR R

Ketua Majelis

et ﬂ L -
L &
L '} K -
» '¥| ;
- g
: #

T e InnmmMmI I
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR %6 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada han ini ........., tanggal .......... bulan ........ tahun ........ Majelis Kode Etik :
1. Nama (ER R T

-
NIP  EERERRER R R e

tentang ............. telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama L s e ks :
NIP R BN RE

Pangkat MO AT A
Jabatan R

Unit Kerja SR

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ....
~ angka .... huruf .... Peraturan Bupati Bireuen Nomor .... tentang Kode Etik Pegawai Aparatur

~ Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

LR R L e L R R e R R R R A R Rl T T T R P
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‘ -
5. Jawaban :
Sejak kapan saudara bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen ?
6. Jawaban :
7' : EERNRARN RN E R AR E R R AR R R R E R R AR R R R AR AR R R R R R R R AR R R RE R EREEE LR AR R EE R
mt BARAAR R R RN R AR R E AR R AR AR AR R R R R AR AR AR AR R R R R B RA AR R AR AR R RS R AR AR R R R R R
Dapat dikembangkan oleh Majelis Kode Etik sesuai dengan dugaan
Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh yang bersangkutan
7. Jawaban :
!’- : BRER R AR R R R R RN AR R R TR R R R R I IS AR AR T E RS LRI AT AR R RN RS SRR ARSI AAS SR A e
Apakah saudara merasa ditekan atau dipaksa dalam menjawab pertanyaan
8. Jawaban : 3
’ L N L

BRAAAFE R R R RN R AR R BN EEREE R REE AR R R AR AR R ARl AR RERERERERERE e RREEREEELEEREERREREARERRREREEEEESEEE e

_';}tr‘ﬂrﬂﬁma.ﬂhnﬁﬁtjrmﬁ.

Yo g ;:_;L,:&,_;;fi' :
, oy 5 - g I - N

s

Kt *Y
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LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BIREUKEN

NOMOR % TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Putusan Sidang Majelis Kode Etik
RAHASIA
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK
RINAEIRE L e o eniniscasin
TENTANG

PUTUSAN SIDANG MAJELIS KODE ETIK
MAJELIS KODE ETIK,

Menimbang : a. bahwa sesuai laporan ........ 1) tanggal ......... 2] 845 asias : NIP.
............. 3), diduga telah melakukan perbuatan berupa ...................4);

b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terlapor dan
mendengarkan keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti
yang diajukan dalam perkara ini, serta sesuai hasil Sidang Majelis
Kode Etik dapat disimpulkan bahwa Sdr. .............cooo..... 3) telah
secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran Kode Etik

Pegawai ASN sebagaimana diatur dalam Pasal ..... huruf ....5)
Peraturan Bupati Bireuen Nomor ..... tentang Kode Etik Pf:gawm

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44350);

3. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ..... tentang Kode Etik Pegawai
Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
4. Keputuisan . i...:..--searetea e e R tentang Pembentukan
Majelis Kode Etik;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU :  Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi moral kepada :
Nama e MR SRR R R
L UeRR TR s diaavo velas were s sonsosssses
. O R . s Rias ik rssisansane id
Jabatan LR S T A
Unit w L4 jl --------------------------------------
Karena yang humngkutan Dada: tRapanl Lk i s 7) telah

Nega ;ﬂh&ﬁ:mnhmmtahmpatenlamen

s L i F R ——
-, g l' I'I * 2
TR v ) o X ..-1
% = '...' gl | b R v = g = . . - -
! ol . : y Y L 1
S A T L S Rl W AT .
al H . - W - 3 (]
- T
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e Etik yang telah dilakukan.

disampaikan kepada pejabat yang berwenang memberikan

sanksi moral atas pelanggaran K

Keputusan

KETIGA

MAJELIS KODE ETIK
KETUA

SEKRETARIS

sEamsssEEsESEeEsEsEEdREREREREeEEEEReREE

'-‘"'-_*--.i."-‘-'—---I.-ll"‘.‘I-----"

ANGGOTA

1.

GEBEssseEsssEEREeREeEEEEREEEEEEEEE

FaEFeEEEEEEEEREREREERRRERdemE SRR EE

2.

" il s r e e R R R

3.

Diisi identitas pel ;

1.

2.

Diisi tanggal laporan dari pelapor;
wai

Diisi identitas Pega

ASN yang diduga

3.

melakukan pelanggaran Kode Etik
DumperbuatanatauundahnMEnKodeEukyangdﬂakukanPega

wai ASN yang

4,

st

Diisi pasal yang dilanggar dalam Peraturan Bupati

Bireuen Nomor ..... tentang Kode Etik

5.

ireuen

ngkmn Pemerintah Kabupaten B

=y Lol wiyg

¥
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LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 2¢ TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK
APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN BIREUEN

Contoh
Penjatuhan Sanksi Moral
KEPUTUSAN ...t 1)
NOMOR ¢ s
TENTANG
PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
........................................ 2],
Membaca 1. Laporan/pengaduan dari ........... Engeal ..o tentang pelanggaran
11y B i U | | | . —— tanggal .......... 3);
2. Keputusan Mejelis Kode Etik Nomor .......... tentang oo 4);
Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Kode Etik tersebut di atas,
BAE. <uviaeainn 3) telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai ASn di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen berupa .......... S);

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelangaran terhadap ketentuan
Pasal .... huruf .... Peraturan Bupati Bireuen Nomor .... tentang Kode
Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bireuen 6);

s R R A T A A S R AR R A AR AR S A i { |

d. bahwa untuk menegakkan Kode Etik, perlu memberikan sanksi moral
yang setimpal dengan pelanggaran Kode Etik yang telah
dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan Keputusan
tentang Penjatuhan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik berupa
............................. 8);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4450);

3. Peraturan Bupati Bireuen Nomor ..... tentang Kode Etik Pegawai
Aparatur Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU Mnejatuhkan sanksi moral berupa ......................... 8) kepada :

Nama . R SR e 3)

NIE L ssescenesvinsvisssvissses

Pangkat R R R

Jabatan s

UMt Bea 3§ coosonnannssnamsssin
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melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal .... huruf ....6)
Peraturan Bupati Bireuen Nomor .... tentang Kode Etik Pegawai Aparatur

Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

{EDUA . Sanksi moral sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KESATU selanjutnya
disampaikan secara tertutup/terbuka*) dan dilaksanakan paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ..........ccceeee.

Diterima tanggal ...........ccoeviiereennnnne Pado tangal .couaussseis

WW NAM__& aasdEEESseSEEEEREERN sssEssEsEs @S -

PNAP, s taaiihe iesuitonuss o+ vaphoss NP ..conisviisimmssisnaumanes s

Tembusan Yth :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Bireuen;

2. Inspektorat Kabupaten Bireuen;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

1. Diisi identitas pejabat yang berwenang memberikan sanksi moral atas pelanggaran kode

dilanggar dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor .... tentang
yaratur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
nya apabila ada dalam pertimbangan pemberian sanksi moral atas

t-‘_.lrl} . _-r ] .- g ... ‘.._ | - - .-_ -_:- -._ .

e
. T
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